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BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR G TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH SUMBER SEJAHTERA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

bahwa untuk meningkatkan pelayanan di bidang usaha
pelayanan air minum dan pengembangannya,
dibutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai
integritas dan komitmen untuk diangkat menjadi
anggota direksi;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor
9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Daerah Sumber
Sejahtera belum memenuhi kebutuhan di daerah,
sehingga perlu diubah;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan
Umum Daerah Sumber Sejahtera.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950,
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6405);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 183);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
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Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang
Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang
Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoneis Nomor 6173).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007
tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air
Minum;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan
Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 534);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara
Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan
Penggunaan Sumber Daya Air;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian
Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah Dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem
Penyediaan Air Minum,

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan
Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk
Memenuhi kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1006);
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Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang
Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016
tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah
Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah
Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan
Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 406);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun
2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1045);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota
Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota
Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018
tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran,
Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 155);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5
Tahun 2010 tentang Investasi Pemerintah Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010
Nomor 3/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2
Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun
2016 Nomor 6/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9
Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber
Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan
Tahun 2020 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bangkalan Nomor 71).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

dan
BUPATI BANGKALAN



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH SUMBER SEJAHTERA.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Bangkalan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan
Daerah Sumber Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangkalan Tahun 2020 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 71) diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bangkalan

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya
disingkat DPRD, adalah lembaga keterwakilan rakyat
daerah  yang berkedudukan  sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah.

6. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya
disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh
atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

7. Perusahaan Umum Daerah SUMBER SEJAHTERA,
yang selanjutnya disebut Perumda SUMBER
SEJAHTERA, adalah BUMD sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang seluruh
modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi
atas saham, yang menyelenggarakan usaha
pelayanan air minum dan pengembangannya, yang
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dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan
Perumda SUMBER SEJAHTERA.

Air minum adalah air minum rumah tangga yang
melalui proses pengolahan atau tanpa pengolahan
yang memenuhi syarat kesehatan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang
selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana
keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan
Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan
penyertaan modal Daerah pada Perumda SUMBER
SEJAHTERA.

Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam
rangka penyehatan Perumda SUMBER SEJAHTERA
sebagai salah satu langkah strategis untuk
memperbaiki kondisi internal Perumda SUMBER
SEJAHTERA guna memperbaiki kinerja dan/atau
meningkatkan nilai Perumda SUMBER SEJAHTERA.
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem
pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan
perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan
ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan
hubungan antar pemangku kepentingan.

Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah
Dalam  Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah, yang
selanjutnya disingkat KPM, adalah organ perusahaan
umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi
dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang
segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada
Direksi atau Dewan Pengawas.

Direksi adalah organ Perumda SUMBER SEJAHTERA
yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda
SUMBER SEJAHTERA untuk kepentingan dan
tujuan Perumda SUMBER SEJAHTERA serta
mewakili Perumda SUMBER SEJAHTERA baik di
dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan
ketentuan anggaran dasar.

Dewan Pengawas adalah organ Perumda SUMBER
SEJAHTERA yang bertugas melakukan pengawasan
dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam
menjalankan  kegiatan  pengurusan Perumda
SUMBER SEJAHTERA.

Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya
disingkat SPAM, adalah satu kesatuan sarana dan
prasarana penyediaan air minum.
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Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan
dalam melaksanakan pengembangan dan
pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti
proses dasar manajemen untuk penyediaan air
minum kepada masyarakat.

Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang
dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan
prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas,
kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi
pembangunan baru,peningkatan, dan perluasan.
Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan
terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan
prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi
dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber
daya manusia, serta kelembagaan.

Kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah air
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang
digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi,
cuci, peturasan, dan ibadah.

Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan
Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih,
dan produktif.

Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang
terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk
memenuhi kebutuhan sendiri.

Jenis pelanggan adalah himpunan pelanggan yang
memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing
kelompok pelanggan.

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan
mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang
merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang
berhak diperoleh warga negara secara minimal.

Tarif Air Minum selanjutnya disebut tarif adalah
kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang
ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter
kubik (m3) atau satuan volume lainnya yang
diberikan Perumda SUMBER SEJAHTERA yang wajib
dibayar pelanggan.



-8-

2. Ketentuan Pasal 52 huruf d dan huruf e diubah serta
huruf m dihapus, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 52

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang
bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.
b.

[u—y

sehat jasmani dan rohani;

memiliki  keahlian, integritas, kepemimpinan,
pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi
yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan
Perumda SUMBER SEJAHTERA;

memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
mempunyai pemahaman Perusahaan Umum Daerah
yang dibuktikan dengan dokumen dan sertifikat
kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga yang
berwenang/profesi;

memiliki pengetahuan yang memadai di bidang
usaha Perusahaan Umum Daerah;

berijazah paling rendah Strata 1;

pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang
manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah
memimpin tim, yang dibuktikan dengan Surat
Keterangan dari Perusahaan sebelumnya dengan
penilaian kinerja sekurang-kurangnya memiliki
kriteria baik;

berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan
paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat
mendaftar pertama kali;

tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan
Pengawas, Komisaris yang dinyatakan bersalah
menyebabkan badan usaha yang dipimpin
dinyatakan pailit;

tidak pernah dihukum karena melakukan tindak
pidana yang merugikan keuangan negara atau
keuangan Daerah.

tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

tidak sedang menjadi anggota dan/atau pengurus
partai politik, calon kepala daerah, dan/atau calon
wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota
legislatif.

. dihapus
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3. Ketentuan Pasal 55 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga
Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

(1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.

(2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), paling sedikit 1 (satu) orang dan paling
banyak 5 (lima) orang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan anggota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
Peraturan Bupati.

Pasal I

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI BANGKALAN,
ttd.

ABDUL LATIF AMIN IMRON

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN Salinan sesuai dengan aslinya
BANGKALAN, KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd ttd.
MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH MASYHUDUNNURY

Pembina Tingkat I
NIP. 19741115 199803 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2021
NOMOR 1 SERI D

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 340-6/2021.


baghukum@bangkalankab.go.id
Typewritten text
Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 31 Desember 2021     
                                                           
                                                           
         BUPATI BANGKALAN,

                      ttd.

     ABDUL LATIF AMIN IMRON

baghukum@bangkalankab.go.id
Typewritten text
Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN 
                 BANGKALAN,

                         ttd

 MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH

baghukum@bangkalankab.go.id
Typewritten text
 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2021
NOMOR  1  SERI   D

baghukum@bangkalankab.go.id
Typewritten text
Salinan sesuai dengan aslinya
   KEPALA BAGIAN HUKUM,

                   ttd.

       MASYHUDUNNURY
        Pembina Tingkat I
 NIP. 19741115 199803 1 004
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR g TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
SUMBER SEJAHTERA

[I. UMUM

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun
2020 tentang Perusahaan Daerah Sumber Sejahtera bertujuan untuk
memberikan iklim yang demokratis di dalam rekrutmen Calon Direksi yang
mempunyai pemahaman dan pengetahuan di bidang usaha Perusahaan Umum
Daerah, guna menghasilkan Calon Direksi yang berintegritas dan berkomitmen
dalam meningkatkan kualitas pelayanan di bidang air minum dan
pengembangannya.

IT PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Cukup Jelas

Pasal Il
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.
MASYHUDUNNURY

Pembina Tingkat I
NIP. 19741115 199803 1 004


baghukum@bangkalankab.go.id
Typewritten text
Salinan sesuai dengan aslinya
   KEPALA BAGIAN HUKUM,

                   ttd.

       MASYHUDUNNURY
        Pembina Tingkat I
 NIP. 19741115 199803 1 004


